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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 125/PMK.06/2011

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

YANG BERASAL DARI DANA DEKONSENTRASI DAN DANA

TUGAS PEMBANTUAN SEBELUM TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan good governance dalam
pengelolaan Barang Milik Negara, diperlukan tertib
administrasi terhadap pengelolaan Barang Milik Negara yang
diperoleh dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas
Pembantuan;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Barang Milik
Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan
adanya suatu pedoman dalam pengelolaan Barang Milik
Negara yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana
Tugas Pembantuan;

c. bahwa Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki
kewenangan untuk mengatur pengelolaan Barang Milik
Negara yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana
Tugas Pembantuan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
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Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi Dan
Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan,
Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007
tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Dan
Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG
BERASAL DARI DANA DEKONSENTRASI DAN DANA
TUGAS PEMBANTUAN SEBELUM TAHUN ANGGARAN
2011.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah.

2. Barang Milik Negara yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana
Tugas Pembantuan sebelum Tahun Anggaran 2011, yang selanjutnya
disingkat BMN DK/TP, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh
dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebelum Tahun
Anggaran 2011.

3. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang
dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup
semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan
dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi
vertikal pusat di daerah.

4. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang
dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

5. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada
Gubernur sebagai wakil pemerintah.

6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah
dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

7. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan
barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah
organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang tertentu
di daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota.
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9. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam
menggunakan dan menatausahakan BMN dalam menjalankan tugas dan
fungsi instansi yang bersangkutan.

10. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN dengan cara
dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal
pemerintah.

11. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan
menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan
Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola
Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada
dalam penguasaannya.

12. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan,
inventarisasi dan pelaporan BMN sesuai ketentuan yang berlaku.

13. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab
menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.

14. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
BMN.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri Keuangan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman
bagi penyelenggara negara dalam pengelolaan BMN DK/TP.

(2) Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk mewujudkan tertib
administrasi, tertib hukum dan tertib fisik atas pengelolaan BMN DK/TP.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan BMN DK/TP yang diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan ini meliputi Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan,
Penghapusan, Penatausahaan, Pengawasan dan Pengendalian.
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BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

(1) Menteri Keuangan merupakan Pengelola Barang DK/TP.

(2) Direktur Jenderal Kekayaan Negara merupakan pelaksana fungsional atas
kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku Pengelola
Barang DK/TP.

(3) Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama
Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat pada instansi vertikal
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk melaksanakan sebagian
kewenangan dan tanggung jawab Pengelola Barang DK/TP.

(4) Menteri/pimpinan lembaga merupakan Pengguna Barang DK/TP, yang
dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara fungsional
dilaksanakan oleh unit eselon I yang membidangi kesekretariatan.

(5) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah penerima Dana Dekonsentrasi dan
Dana Tugas Pembantuan merupakan Kuasa Pengguna Barang DK/TP.

Pasal 5

Kewenangan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang DK/TP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

a. menetapkan status Penggunaan BMN DK/TP berupa:
1. tanah dan/atau bangunan;
2. selain tanah dan/atau bangunan, yang memiliki:

a) bukti kepemilikan; atau
b) nilai perolehan di atas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

per unit/satuan;
b. memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan Pemindahtanganan

BMN DK/TP yang diajukan oleh Pengguna Barang;
c. memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan Penghapusan BMN

DK/TP yang diajukan oleh Pengguna Barang;
d. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN DK/TP.

Pasal 6

Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang bertanggung jawab atas
pelaksanaan Penggunaan, Pemindahtanganan, Penghapusan, Penatausahaan,
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